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Surat izin yang diperlukan oleh individu atau
organisasi yang ingin mendirikan perusahaan
dagang. Surat izin ini tidak diperlukan untuk
bisnis yang akan beroperasi di luar sektor
perdagangan, kantor cabang dan perwakilan,
atau usaha mikro (Permendag Nomor 46 Tahun
2009 Pasal 4)

Dokumen resmi yang menunjukkan bahwa
sebuah bisnis sudah terdaftar.

Laporan ketenagakerjaan yang harus
dikirimkan oleh perusahaan ke Kementerian
Ketenagakerjaan setelah sebuah perusahaan

mendapatkan SIUP.

Nomor Identitas yang diberikan kepada sebuah

bisnis setelah terdaftar dalam sistem Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission/0SS).

Izin yang dikeluarkan untuk memastikan kegiatan
usaha tidak akan menimbulkan bahaya bagi
lingkungan sekitar.

Lembaga pemerintah Indonesia & portal online
yang didirikan untuk memfasilitasi perizinan.

Surat izin untuk membangun sebuah bangunan
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Nomor identifikasi untuk administrasi pajak.

Direktorat jenderal yang mendukung
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. AHU
memberikan layanan publik secara online, seperti

pembuatan akta perusahaan.

Program asuransi kesehatan nasional yang
diprakarsai oleh pemerintah Indonesia.

Program jaminan sosial yang mencakup bahaya
pekerjaan, hari tua, pensiun, dan asuransi jiwa
bagi pekerja di Indonesia.

Bukti kependudukan.

Sumber diperoleh dari American Chamber of Commerce (2018), Indonesia Ease of Doing Business Report (2018) dan Laporan
The Asia Foundation/TAF (2007).




Ringkasan Eksekutif

Presiden Joko Widodo menetapkan target untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam
indeks Kemudahan Usaha (Ease of Doing Business/EoDB) Bank Dunia dari peringkat ke-
72 menjadi ke-40 pada tahun 2019. Satu kendala untuk mencapai target ini adalah ranking
Indonesia dalam Indikator Memulai Usaha, dimana saat ini Indonesia berada pada peringkat
ke-144 dari 190 negara. Berdasarkan Laporan EoDB 2018, diperlukan 23 hari dan 11 prosedur
untuk mendaftarkan sebuah bisnis di Indonesia.

Untuk mencapai target ini, pemerintahan menerapkan prosedur pararel serta memperkenalkan
program Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/QSS)
yang diresmikan pada Juli 2018. Namun kesuksesan kebijakan ini masih terkendala, diantaranya
karena kurangnya informasi terkait registrasi usaha, infrastruktur Tl yang tidak memadai, dan
sulitnya menyelaraskan sistem pemerintah pusat dengan daerah di dalam sistem 0SS. Akibatnya,
kebijakan yang dibuat serta penerapan 0SS belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Studi kasus di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung menunjukan bahwa ada satu peraturan
daerah dan satu peraturan pusat yang harus direvisi untuk mempercepat registrasi usaha
di Indonesia. Pemerintah perlu menghapus sebuah prosedur dari proses registrasi usaha
dan mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta lokal dan asosiasi pengusaha untuk
meningkatkan 0SS. Perubahan ini akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan
usaha hingga 17 hari. Reformasi ini akan sangat menguntungkan bagi usaha kecil dan menengah
karena skala usaha ini paling dominan di Indonesia (sekitar 98% dari seluruh unit usaha).
Pengurangan waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan usaha akan cukup untuk meningkatkan
peringkat Indonesia dari peringkat ke-144 menjadi ke-75 dalam Indikator Memulai Usaha.

Berdasarkan temuan ini, terdapat 4 rekomendasi perubahan kebijakan. Pertama, pemerintah
provinsi DKI Jakarta perlu merevisi Peraturan Kepala Bidang Investasi dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 2d. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) yang ditetapkan
dalam peraturaniniharus dihapus dari persyaratan registrasi usaha karenatidak sejalan dengan
peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2006, yang tidak menyatakan
bahwa WLK diperlukan untuk registrasi usaha. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 Pasal 78 harus direvisi agar pemerintah pusat bekerja sama dengan asosiasi/komunitas
pengusaha lokal dalam menyebarluaskan informasi tentang 0SS agar informasi ini tersebar
ke daerah pelosok. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 88 perlu direvisi
untuk memastikan bahwa kementerian yang terkait pada sistem 0SS mendampingi pemerintah
daerah untuk menyelaraskan standar prosedur pengoperasian dan peraturan dalam penerapan
0SS. Pendampingan ini diberikan selama satu tahun, setelah itu perlu diberlakukan sanksi bagi
pemerintah daerah yang gagal mematuhi prosedur baru untuk mendaftarkan usaha melalui 0SS.
Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 91 perlu diubah untuk memastikan
pemerintah daerah bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan infrastruktur Tl di
semua wilayah dalam rangka mendukung OSS. Partisipasi sektor swasta sangat penting karena
memiliki sumber daya untuk menyediakan akses Internet dan komputer yang diperlukan dalam
penerapan 0SS di kabupaten dan kotamadya di seluruh Indonesia.
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Situasi Saat Ini

Berdasarkan Bank Dunia (2018), Indonesia telah berhasil meningkatkan posisinya dalam Indeks
Kemudahan Usaha (EoDB) 2018 dibandingkan pada tahun sebelumnya (2017), hal ini ditunjukan
dengan peningkatan 19 peringkat dari posisi ke-91 pada tahun 2017 menjadi posisi ke-72
(Gambar 1). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia mengatakan, “Dalam tiga
tahun terakhir, Indonesia telah menjadi tempat yang lebih mudah untuk berusaha” (Sekretaris
Kabinet, 2017a). Pencapaian ini menjadi bagian dari tren peningkatan kinerja negara. Peringkat
EoDB Indonesia telah meningkat dari posisi 114 pada tahun 2015 menjadi 106 pada tahun 20156,
lalu menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Presiden Joko Widodo memiliki target agar peringkat
EoDB Indonesia berada di posisi ke-40 pada tahun 2019, sehingga Indonesia perlu melampaui 32
negara lainnya untuk bisa mencapai posisi ini.

Gambar 1
Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia dari tahun 2015-2018
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Sumber diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2018)

Namun terlepas dari kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih terhambat
oleh peringkat rendah dalam indikator ‘Memulai Usaha’ (Bank Dunia, 2018a, him.1). Peringkat
terkini Indonesia dalam indikator Memulai Usaha adalah 144, tertinggal di belakang negara
tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang masing-masing menempati peringkat
ke-6, ke-36, dan ke-111 (Bank Dunia, 2018b). Tabel 1 menggambarkan peringkat ini.

Peringkat Indonesia dalam Indeks Memulai Usaha dihitung berdasarkan jumlah prosedur,
jumlah hari, dan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan usaha secara resmi (Bank Dunia,




2017, him.14). Berdasarkan laporan EoDB 2018, diperlukan 23 hari untuk mendaftarkan usaha di
Indonesia, sementara di Singapura dan Thailand hanya memakan waktu kurang dari seminggu.
Pelaku usaha di Indonesia harus menyelesaikan 11 prosedur untuk mendaftarkan bisnisnya,
sedangkan di Singapura, Thailand dan Malaysia paling banyak hanya memerlukan sembilan
prosedur (Bank Dunia, 2018b). Selain itu, biaya registrasi usaha di Indonesia adalah yang paling
mahal, sekitar 10,9% dari pendapatan rata-rata per kapita, sementara biaya registrasi di Singapura,
Thailand, dan Malaysia masing-masing sebesar 0,5%, 6,2%, dan 4,4%.

Tabel 1
Parameter EoDB 2017 ‘Peringkat Memulai Usaha’ di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand

Peringkat Waktu Biaya (% dari
Memulai Usaha UL LA LL UL pendapatan per kapita)
6 3 0,5

Singapura 2,5 hari

Thailand 36 5 4,5 hari 6,2
Malaysia 111 8,5 18,5 hari 5,4
Indonesia 144 11,2 23,1 hari 10,9

Sumber diperoleh dari Bank Dunia (2018b).

Catatan untuk Tabel 1:

Biaya registrasi yang ditampilkan merupakan persentase dari rata-rata pendapatan per kapita di setiap negara. Penghitungan
ini mencakup semua biaya resmi dan biaya untuk layanan hukum atau profesional yang sesuai dengan undang-undang atau
kebiasaan umum lainnya, namun tidak termasuk biaya praktek suap. Biaya perantara juga termasuk dalam biaya ini karena
dianggap sebagai jasa profesional (Laporan EoDB Bank Dunia, 2018b, hlm. 72). Pendapatan nasional per kapita di Indonesia
adalah Rp38.375.519,6 (Badan Pusat Statistik, 2017a) dan biaya rata-rata untuk mendaftarkan bisnis di Jakarta adalah sekitar
Rp4.180.000, atau sekitar 10,9% dari pendapatan nasional per kapita. Jumlah prosedur dihitung berdasarkan “interaksi
pemilik usaha dengan pihak eksternal (misalnya, lembaga pemerintah, pengacara, auditor, atau notaris). Prosedur yang harus
diselesaikan di gedung yang sama tetapi di departemen yang berbeda atau di konter yang berbeda dihitung sebagai prosedur
yang terpisah. Jika pelaku usaha harus mengunjungi kantor yang sama beberapa kali untuk prosedur yang berbeda, maka
masing-masing dianggap prosedur terpisah” (Laporan EoDB Bank Dunia, 2018b, him. 72)

Selain itu, peringkat Indonesia yang rendah dalam indeks Memulai Usaha dapat memberikan
gambaran mengenai tingkat usaha informal di Indonesia. Dalam hal ini, usaha “informal” mengacu
pada status hukum usaha yang tidak terdaftar di pemerintahan (ILO, 2011). Organisasi untuk Kerja
Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) (2018; Rothenber dkk., 2016) memperkirakan bahwa
sekitar 93% bisnis di Indonesia berada di sektor informal. Pernyataan ini diperkuat dengan data
dari Badan Pusat Statistik (2017b) yang menyatakan bahwa dari total 26.711.011 unit usaha di
Indonesia, sekitar 24.882.555 unit usaha tidak terdaftar atau termasuk bisnis informal. Terdapat
hanya sekitar 1.828.446 unit usaha formal yang terdaftar. Tabel 2 menggambarkan jumlah sektor
bisnis informal dan formal di Indonesia.

Tabel 2
Usaha di Indonesia tahun 2016

Tipe Usaha Jumlah Unit Usaha

Informal 24.882.555 93%
Formal 1.828.446 7%
Total Bisnis 26.711.001 100%

Sumber: Sensus Ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2017, him.52)
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Deutsche Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit (G1Z) (2014, hlm. 20) melaporkan bahwa
mengoperasikan usaha formal memiliki banyak keuntungan. Keuntungan ini diantaranya adalah
akses yang lebih besar terhadap layanan pengembangan bisnis' dan layanan keuangan seperti
kredit dari bank. Usaha formal juga memiliki akses yang lebih baik untuk memasok pada pasar
usaha formal lainnya? dan sektor publik. Selain itu, usaha formal cenderung memiliki kontrak
kerja yang legal dan program pemberdayaan pekerja (Rand dan Torm, 2012) serta mampu
beroperasi pada lokasi/tempat yang lebih strategis (Fajnzylber dkk., 2011). Keuntungan ini
tentunya terefleksi juga melalui pendapatan dan laba yang lebih tinggi (Khamis, 2014, him. 1).

Namun, menurut beberapa penelitian (Aidies dkk, 2007; Cross, 2000; Gerxhani, 2004; Smallbone dan
Wetler, 2004; Adele, 2014) keputusan untuk menjalankan usaha informal dapat dipandang sebagai
pilihan yang rasional bagi para pelaku usaha. Usaha informal menawarkan otonomi, fleksibilitas,
dan kebebasan yang lebih besar dalam membuat keputusan bisnis yang strategis. Usaha informal
juga menawarkan peluang kerja dengan persyaratan pendidikan dan keterampilan yang rendah,
serta memungkinkan pengusaha dengan modal kecil untuk membangun bisnis mereka (ILO,
2014). Menurut Laporan Uni Eropa/OECD (2015), faktor lain yang mendorong pengusaha untuk
menjalankan bisnis secara informal adalah adanya peluang untuk menghindari pajak pemerintah
sehingga pelaku usaha dapat fokus untuk menghasilkan laba.

Selain terdapat keuntungan nyata dalam mengoperasikan usaha informal, mendaftarkan usaha
menjadi entitas yang formal dianggap sulit dan mahal. Faktor yang dapat menghambat pelaku
usaha untuk mendaftarkan usaha mereka di antaranya adalah kurangnya informasi tentang
proses registrasi, lamanya waktu yang diperlukan, banyaknya jumlah prosedur dan kompleksitas
proses untuk mendaftar, serta biaya registrasi (Laporan The Asia Foundation, 2007). Banyak
pengusaha tidak memiliki informasi yang cukup untuk mendaftarkan usaha mereka (Khamis,
2014, hlm. 2), dan seperti yang ditemukan dalam Laporan EoDB Indonesia, dibutuhkan waktu
hingga 23 hari dan biaya sebesar Rp 4.180.000 untuk mendaftarkan bisnis di Indonesia (Bank
Dunia, 2018a).

Registrasi Usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (0SS)

Proses registrasi usaha yang dilaporkan dalam Laporan EoDB Indonesia (Bank Dunia, 2018a)
ditunjukkan pada Gambar 2. Proses registrasi dimulai dengan pembuatan akta perusahaan
melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online/Administrasi Hukum Umum) di bawah
kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah pelaku usaha memperoleh
akta perusahaan, mereka harus mendapatkan surat keterangan domisili dari pemerintah
setempat (Bank Dunia, 2018a).

Setelah itu, pemilik usaha harus memenuhi persyaratan pra-registrasi, seperti memiliki izin
mendirikan bangunan atauizin lokasi,kemudian mendaftarkan usaha merekauntuk mendapatkan
surat izin tanda usaha (SIUP) dan tanda daftar usaha (TDP). Berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 97 Tahun 2014, proses ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
bawah kewenangan pemerintah daerah (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah/
KPPQOD, 2014).

" Layanan pengembangan bisnis tersedia dalam berbagai bentuk seperti pelatihan bisnis, konsultasi, pengembangan dan
transfer teknologi (United Nations Development Program/UNDP, 2004)

2 Unit bisnis formal lainnya adalah supermarket, Perusahaan Besar, dan termasuk di antaranya adalah perusahaan asing.




Setelah pelaku usaha mendapatkan SIUP dan TDP, mereka harus mendaftarkan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (WLK) melalui Kantor Pelayanan Integrasi Satu Pintu. Selanjutnya mereka harus
mengajukan permohonan keikutsertaan program jaminan sosial pekerja (BPJS Ketenagakerjaan)
dan asuransi kesehatan publik (BPJS Kesehatan). Terakhir, pelaku usaha harus mendapatkan
nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Gambar 2
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Sumber diperoleh dari Laporan EoDB 2018 (Bank Dunia 2018).

Catatan untuk Gambar 2: Simbol "= = = " menunjukkan bahwa proses tersebut tidak termasuk dalam Laporan EoDB 2018,
namun tetap diperlukan untuk mendapatkan SIUP.

Pada bulan Juli 2018, pemerintah pusat membentuk sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (0SS), yang mengubah sistem registrasi usaha di Indonesia. Meskipun 0SS
memiliki tujuan yang sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu untuk mempercepat
layanan perizinan usaha, 0SS dioperasikan secara terpusat dan tidak secara lokal seperti pada
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Di bawah sistem baru ini, penerbitan SIUP dan TDP tidak lagi di bawah yurisdiksi Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu—keduanya sekarang dapat dilakukan melalui 0SS. Selain itu,
sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menyelaraskan sistemnya dengan 0SS melalui
pemberian izin yang hanya diterbitkan secara lokal, seperti surat izin mendirikan bangunan dan
izin lokasi yang merupakan syarat penerbitan SIUP (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2018).

% Proses ini berdasarkan pada prosedur registrasi usaha di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Laporan EoDB Indonesia.
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Metodologi dan Lokasi Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai proses registrasi usaha di Indonesia,
laporan ini menggunakan analisis data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara semi-
terstruktur dengan berbagai narasumber. Wawancara ini dilakukan dari bulan Maret hingga
Agustus 2018. Kami mencatat proses registrasi usaha yang dilakukan oleh sejumlah pelaku
usaha di tiga kota besar di Indonesia: Jakarta, Bandar Lampung, dan Bandung. Kota-kota ini
dipilih karena memiliki potensi di sektor kewirausahaan yang ditunjukkan dengan adanya
dukungan dari pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Bandung menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pertumbuhan usaha
dengan meluncurkan portal resmi yang dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha di Kota
Bandung untuk mendaftarkan bisnis mereka. Portal ini dirilis pada tahun 2015 dan diberi nama
“Hayu Bandung” (Ayolah, Bandung). Sebanyak 24 jenis lisensi dan izin dapat diproses melalui
portal daring ini dan pengguna akan menerima lisensi dan izin melalui pos (Perdana, 2015; Dinas
Komunikasi & Informatika Bandung, 2015; Tiah, 2015).

Dukungan dari pemerintah daerah di Bandar Lampung untuk sektor kewirausahaan dapat
dilihat dari diresmikannya “Lampung Goes Digital” (Lampung Menjadi Digital) atau Lampung
Entrepreneurship Village Goes Digital pada tahun 2016. Program ini menjadi tonggak untuk
meningkatkan ketahanan ekonomi di Bandar Lampung melalui pemanfaatan teknologi (Budiman,
2016; Julianto, 2017; Dinas Komunikasi & Informatika Provinsi Lampung, 2016).

Terakhir, Jakarta dipilih karena selain menjadi ibu kota negara dan kota yang paling padat
penduduknya di Indonesia, Jakarta juga merupakan tempat kelahiran dari banyak bisnis
baru. Pemerintah Jakarta berusaha memperkuat sektor kewirausahaan dengan mengadakan
pelatihan bagi wirausahawan pemula (Alamsyah, 2017; Julianto, 2017; Trihendrawan, 2017).

Potensi kewirausahaan di ketiga kota ini juga dibuktikan oleh jumlah unit usaha di masing-
masing daerah. Kota Bandung memiliki jumlah unit usaha ketiga tertinggi di provinsi Jawa
Barat, Bandar Lampung memiliki unit usaha terbanyak dibandingkan kota lain di Provinsi
Lampung, dan Jakarta memiliki jumlah unit usaha paling tinggi keempat di antara provinsi lain
di Pulau Jawa.




Gambar 3 Gambar 4
Total Unit Usaha di Jawa Barat (2016) Total Unit Usaha di Provinsi Lampung (2016)
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2017c)

Gambar 5
Total Unit Usaha di Pulau Jawa (2016)
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2017c)

Usaha Kecil Menengah di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung

Lebih lanjut, penelitian ini berfokus pada usaha kecil dan menengah (UKM), karena pada tahun
2016, 98% usaha di Indonesia atau sekitar 26,2 juta dari total 26,7 juta unit usaha di Indonesia
adalah UKM (Badan Pusat Statistik, 2017c). Perbedaan antara usaha kecil dan menengah di
Indonesia adalah total aset dan total pendapatan mereka, seperti yang digambarkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Kisaran Total Aset dan Total Pendapatan yang Menentukan Usaha Kecil dan Menengah
di Indonesia

I T S N

Total Aset (Maks.) > IDR 50 juta — 500 juta > IDR 500 juta — 10 miliar

Total Pendapatan/tahun (Maks.) > IDR 300 juta — 2,5 miliar > IDR 2,5 miliar - 50 miliar
Sumber: Undang-Undang UKM Nomor 20 Tahun 2008, Menteri Koperasi dan UKM.
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UKM juga merupakan skala usaha yang mendominasi di Kota Bandung, Bandar Lampung, dan
Jakarta, seperti yang ditampilkan pada Tabel 4. Sekitar 97% dari seluruh unit usaha di Kota
Bandung adalah UKM, dan sektor ini mempekerjakan sekitar 672.334 pekerja, di mana jumlah ini
hampir dua kali lebih banyak daripada yang dipekerjakan oleh usaha berskala besar. UKM juga
mewakili hampir 97% unit usaha di Bandar Lampung, dan mempekerjakan lebih dari 220.000
pekerja. Meskipun di Jakarta ada lebih dari satu juta UKM, total pekerja di skala UKM dan skala
jumlahnya hampir sama—sekitar 50,4% karyawan bekerja pada usaha skala besar, sementara
49,6% bekerja untuk UKM.

Tabel 4
Unit Usaha dan Tenaga Kerja berdasarkan Skala Usaha di Kota Bandung, Bandar Lampung,
dan DKI Jakarta (2016)

Bandar Lampung DKI Jakarta
m Skala Besar m Skala Besar m Skala Besar

Unit Usaha  333.110 10.830 115.356 3.190 1.154.792 80.859

Tenaga Kerja 672.334 347.280 220.004 89.218 2.435.786  2.479.678
Sumber: Badan Pusat Statistik (2017c)

Data

Kami mengumpulkan data primer untuk penelitian ini melalui wawancara dengan berbagai
narasumber, termasuk pengusaha dan perwakilan perusahaan, asosiasi pengusaha, ahli di
sektor bisnis, notaris, dan pejabat pemerintah (Tabel 5). Sebagian besar pengusaha yang kami
wawancarai beroperasi di sektor pariwisata, hiburan, makanan dan minuman, properti, tekstil,
dan pendidikan. Wawancara dilakukan dari bulan Maret hingga Agustus 2018. Data sekunder
yang digunakan dalam laporan ini dikumpulkan dari berbagai sumber, diantaranya data statistik
yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah, Badan Pusat Statistik,
EoDB Indonesia 2018, EoDB Dunia 2018, laporan kebijakan, dan jurnal akademik.

Tabel 5
Sumber Data Primer

“ Sumber dan Sektor Usaha

2 perwakilan usaha dari sektor pariwisata
1 perwakilan usaha dari sektor makanan
1 perwakilan usaha dari sektor properti

3 Asosiasi pengusaha

1 Ahli usaha

1 Notaris

Jakarta

4 perwakilan usaha dari sektor properti

1 perwakilan usaha dari sektor pariwisata
Bandung 1 perwakilan usaha dari sektor percetakan

1 perwakilan usaha dari sektor teknologi

1 Pejabat Pemerintah

2 perwakilan usaha dari sektor makanan

1 perwakilan usaha dari sektor pendidikan
3 Asosiasi pengusaha

2 Notaris

Sumber: catatan wawancara CIPS (2018)

Bandar Lampung




Limitasi

Karenajumlah perusahaanyangdiwawancaraiterbatas dan hanyadilakukan ditiga kota, makalah
ini tidak ditujukan untuk mewakili situasi registrasi usaha secara nasional. Sebaliknya, makalah
ini diangkat sebagai studi kasus yang dapat menggambarkan dinamika dan tantangan yang
dihadapi registrasi usaha. Dari 14 perusahaan yang diwawancarai, hanya tiga perusahaan (dua
di Jakarta dan satu di Bandung) yang melaporkan bahwa mereka secara pribadi mendaftarkan
usaha mereka tanpa bantuan agen perantara atau broker. Semua perusahaan yang kami
wawancarai menggunakan jasa notaris untuk mendapatkan akta perusahaan mereka.

Tidak ada perusahaan yang kami wawancarai yang dapat memberikan informasi biaya/harga
secara terperinci karena mereka membayar perantara sekaligus sehingga tidak mengetahui
perinciannya atau karena sumber yang diwawancarai tidak mengingat rincian harga karena
proses registrasi usahanya dilakukan lebih dari satu tahun lalu. Pada saat wawancara, hanya
dua perusahaan yang sedang dalam proses pendaftaran usaha, sisanya sudah menyelesaikan
proses ini antara tahun 2015 dan 2017.

Keterbatasan data lainnya ditemukan pada sedikitnya data resmi publik yang tersedia tentang
UKM di Indonesia. Data terakhir mengenai UKM dirilis dalam Sensus Ekonomi 2016 oleh Badan
Pusat Statistik, yang hanya dilakukan setiap sepuluh tahun. Selain itu, karena kebanyakan UKM
adalah bisnis informal, sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan atau mencatat informasi
mengenai sektor ini.

Terakhir, beberapa peraturan yang disebutkan dalam proses wawancara dicabut selama proses
pengumpulan data, serta 0SS belum beroperasi penuh saat wawancara dilakukan sehingga
informan tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem tersebut.
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Kebijakan Saat Ini

Banyaknya jumlah usaha skala kecilinformal menyulitkan pemerintah Indonesia untuk menyusun
kebijakan yang dapat memudahkan dan mempercepat proses registrasi usaha. Namun apabila
kebijakan tersebut berhasil disusun, maka dapat membantu pemerintah nasional untuk
mencapai target EoDB. Kebijakan tersebut dituangkan melalui beberapa peraturan nasional dan
daerah dibawah ini:

Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2013 Pasal 2, yang menyatakan
bahwa SIUP dan TDP dapat dikeluarkan secara simultan bagi perusahaan dagang. Dalam konteks
bahasa Indonesia, “perdagangan” mengacu pada transaksi bisnis terkait barang dan jasa yang
melibatkan kegiatan beli-dan-jual dan/atau sewa-dan-jual dan/atau sewa (Permendag Nomor
36 Tahun 2007 Pasal 1).

SIUP berlaku wajib bagi unit usaha di semua sektor (Permendag Nomor 46 Tahun 2009 Pasal
2), kecuali bagi mereka yang melakukan bisnis tanpa kegiatan perdagangan; anak perusahaan,
kantor cabang, atau kantor perwakilan dari perusahaan utama; atau unit usaha dianggap
sebagai bisnis “mikro” yang dijalankan oleh individu tunggal, dikelola oleh keluarga atau kerabat
dekat, dan dengan kekayaan bersih kurang dari Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan.
Usaha mikro dapat memperoleh izin usaha jika pemiliknya ingin melakukannya, namun tidak
diwajibkan (Permendag Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 4).

Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 1 menyatakan bahwa untuk
mencapai target EoDB, Kementrin Dalam Negeri mencabut persyaratan izin gangguan (Hinder
Ordonantie/HO) yang dianggap tidak sejalan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan
kemudahan dalam berusaha.

Ketiga, Peraturan DKI Jakarta untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Wilayah | Nomor
23 Tahun 2017 yang dinyatakan dalam Pasal 2d bahwa dalam rangka meningkatkan layanan
registrasi dan untuk memenuhi target EoDB, pemerintah daerah DKI Jakarta menginsturksikan
agar Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) dilakukan secara pararel dengan SIUP dan TDP—yang
artinya, setelah SIUP dan tanda TDP dikeluarkan, pelaku usaha harus segera memproses WLK-nya.

Keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang 0SS yang bertujuan
untuk memfasilitasi dan mempercepat registrasi usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 Pasal 78 menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memberikan informasi
terutama kepada UKM tentang cara mengakses dan menggunakan 0SS. Pasal 88 dalam peraturan
yang sama mengharuskan kementerian yang terkait dengan 0SS untuk mengembangkan
standar atau prosedur yang sesuai dengan peraturan 0SS. Dalam Pasal 91, peraturan tersebut
menetapkan bahwa kelayakan sistem integrasi 0SS bergantung pada proses uji kelayakan pada
infrastruktur sistem registrasi.




Analisis

A. Tantangan yang Dialami Oleh Pelaku Usaha Dalam Mendaftarkan
Usaha di Jakarta, Bandung, Lampung, serta Perbandingannya Dengan
Laporan EoDB

Bagian ini menjelaskan tantangan yang dialami oleh pelaku usaha terkait prosedur, waktu, dan
biaya yang dikeluaran saat mendaftarkan usaha. Tabel 6 menguraikan proses registrasi pada
Laporan EoDB.

Tabel 6
Rata-Rata Prosedur, Biaya, dan Waktu Registrasi Usaha di Jakarta Berdasarkan EoDB 2018

Waktu selesai Biaya Terkait
Langah (hari kerja) (Rupiah)

Membayar biaya untuk memperoleh 1 hari Rp100.000
persetujuan nama perusahaan

Memperoleh persetujuan nama perusahaan Kurang dari sehari Termasuk di

2 di Kementerian Hukum dan HAM (prosedur online)  Langkah No. 1
Melalui notaris, pelak-u usaha . Rp1.650.000
mendapatkan formulir standar 1 hari, (bersamaan

3 (harga tergantung
perusahaan dan mensahkan dokumen dengan langkah 2) :

pada notaris)
perusahaan

Mendaftar ke Kementerian Hukum dan . .
Kurang dari sehari

4 Hak Asasi Manusia untuk persetujuan ) Rp850.000
.. (prosedur online)
akta pendirian
5 Mendaftar surat keterangan domisili 2 hari Tanpa biaya

Membayar biaya penerimaan negara
6 bukan pajak (PNBP) untuk layanan 1 hari Rp1.580.000
hukum di bank

Mendaftar SIUP dan TDP di Dinas
7 Penanaman Modal dan Pelayanan Rata-rata 7 hari  Tanpa biaya
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Mendaftar WLK ke Kementerian

8 R e 1 hari Tanpa biaya
9 Mendaftar BPJS Kesehatan & 7 hari (bersamaan Tanpa biava
Ketenagakerjaan dengan langkah 8) P y
Mendapatkan nomor pokok wajib pajak 1 hari (bersamaan .
gl (NPWP) dengan langkah 9) UL EILERE
Total 23 hari kerja + Rp4.180.000

Sumber: Diperoleh dari Laporan EoDB Indonesia 2018 (Bank Dunia, 2018a)

Melalui wawancara yang dilakukan di 3 kota, CIPS menemukan bahwa informasi yang kurang
merupakan kendala tambahan dalam proses registrasi usaha, namun permasalahan ini tidak
dibahas dalam laporan EoDB.
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1. Kekurangan Informasi

Meskipun kendala Meskipun kendala mengenai kurangnya informasi dalam registrasi usaha tidak dibahas dalam Laporan
mengenai kurangnya EoDB, pelakuusahayangtelahmenyelesaikanprosesregistrasidiJakarta,Bandung,danBandarLampung
informasi dalam Melaporkan bahwa tantangan tersebut dapat secara signifikan menghambat proses registrasi usaha
registrasi usaha (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret—
tidak dibahas dalam Agustus 2018). Pelaku usaha melaporkan bahwa mereka kesulitan mendapatkan informasi terpercaya
yang dapat memandu mereka saat memulai proses registrasi usaha. Mereka juga melaporkan bahwa
mereka tidak menerima informasi dari pemerintah tentang prosedur registrasi tersebut. Sebaliknya,
para pelaku usaha mendapatkan informasi tersebut dari teman atau agen perantara (Wawancara
Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret-Agustus 2018).

Laporan EoDB,
pelaku usaha yang
telah menyelesaikan
proses registrasi di
Jakarta, Bandung,
dan Bandar Lampung
melaporkan

bahwa tantangan
tersebut dapat
secara signifikan
menghambat proses
registrasi usaha

Meskipun beberapa pelaku usaha mencoba untuk mencari informasi yang mereka butuhkan
melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara langsung, mereka sering berhadapan dengan
petugas yang tidak memberikan informasi secara lengkap tentang prosedur atau dokumen yang
diperlukan untuk menyelesaikan proses registrasi (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan
Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret-Agustus 2018). Selain itu, informasi
mengenai registrasi usaha yang ditampilkan pada situs Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih
ada yang tidak lengkap. Tabel 7 menunjukkan informasi yang tersedia melalui situs Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung. Informasi registrasi usaha
yang lengkap hanya tersedia di Jakarta. Di Kota Bandung maupun Bandar Lampung, situs tidak
memberikan informasi tentang langkah/prosedur registrasi. Di Kota Bandung, informasi yang
tersedia secara lengkap hanya mengenai dokumen yang diperlukan dan fitur pelacakan dokumen,
namun informasi tentang biaya dan waktu dalam proses registrasi serta formulir yang dapat
diunduh hanya tersedia sebagian. Di Bandar Lampung, informasi lengkap hanya tersedia untuk
fitur pelacakan dokumen, namun informasi mengenai dokumen yang diperlukan serta formulir
yang dapat diunduh hanya tersedia sebagian, sementara itu informasi mengenai biaya atau waktu
yang diperlukan dalam registrasi usaha tidak tersedia sama sekali.

Tabel 7
Informasi Mengenai Registrasi Usaha yang Tersedia di Situs Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Informasi

Informasi Formulir yang dapat | Informasi mengenai .
tentang . . Fitur untuk
. tentang diunduh untuk biaya dan waktu
Lokasi dokumen . . melacak
prosedur dokumen yang penyelesaian setiap
; . yang . dokumen
registrasi . diperlukan prosedur
diperlukan
Jakarta J J J J
Bandung X J sebagian sebagian
Bandar . .
LR X sebagian sebagian X J

Sumber diambil dari situs Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung

Selain itu, pelaku usaha melaporkan bahwa selain melalui kerabat dan agen, mereka juga
mendapatkan informasi tentang proses registrasi usaha melalui asosiasi pengusaha lokal.
Perwakilan dari asosiasi pengusaha seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan
Tangan Di Atas (TDA) menyampaika bahwa komunitas mereka ini sering mengadakan pertemuan
rutin untuk mengedukasi para anggota tentang prosedur untuk mendaftarkan usaha di Indonesia
(Wawancara dengan Asosiasi pengusaha, 2018).




2. Prosedur yang Rumit

Permasalahan mengenai kurangnya informasi yang dibahas di atas, menyebabkan sering
terjadinya kesalahan dalam menjalani proses registrasi usaha di Indonesia yang dinilai rumit.
Selama proses registrasi, pelaku usaha melaporkan bahwa mereka sering mengisi formulir
secara salah, menyiapkan dokumen yang salah, atau pergi ke lembaga yang salah ketika mencoba
untuk menyelesaikan proses registrasi (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di
Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret-Agustus 2018). Proses ini semakin dipersulit oleh
banyaknya peraturan yang mengatur registrasi usaha di Indonesia, seperti yang diuraikan pada
Tabel 8.

Tabel 8
Jumlah Peraturan yang Memengaruhi Prosedur Registrasi Bisnis di Indonesia

Tipe Peraturan __ Nomor |

Undang-Undang 10

Peraturan Pemerintah 10

Peraturan Kementerian 23

Peraturan Daerah 13

Peraturan Lembaga 13

Total Peraturan yang mengatur tentang registrasi usaha 69

Sumber diperoleh dari EoDB Indonesia (Bank Dunia 2017).

Proses registrasi dan perizinan tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya peraturan, tapi juga
diatur oleh dan membutuhkan interaksi dengan banyak lapisan pemerintah dan institusi pada
hierarki hukum yang berbeda, seperti yang diuraikan pada Tabel 9. Sebagai contoh, menurut
beberapa pelaku usaha di Jakarta, untuk memperoleh SIUP, perusahaan harus mendapatkan
akta perusahaan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian
surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh unit administratif daerah yang diatur oleh
peraturan dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta, lalu izin mendirikan bangunan yang dikelola
oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta, dan mendaftar
untuk SIUP yang diatur oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan di bawah Kepala Lembaga
Keputusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan
Perusahaan di Jakarta, Maret-Agustus 2018).

Proses registrasi dan perizinan tidak hanya dipengaruhi oleh
banyaknya peraturan, tapi juga diatur oleh dan membutuhkan
interaksi dengan banyak lapisan pemerintah dan institusi
pada hierarki hukum yang berbeda.




Tabel 9
Prosedur untuk Mendapatkan SIUP, Institusi yang Menaungi, Dasar Hukum, dan Dokumen
Pendukung yang Diperlukan

Prosedur untuk Tlngkat
Mendapatkan SIUP m pokumen Fenduiding

Proses akta Kementerian Kementerian 1. Draf akta perusahaan
perusahaan Hukum dan Hukum dan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak
Hak Asasi Hak Asasi 3. Bukti pembayaran uang muka untuk
Manusia Manusia memproses keputusan tersebut
4. Bukti pendapatan negara bukan
pajak
5. Bukti pembayaran modal di bank
b. Proses surat Unit Keputusan 1. Salinan nomor KTP
keterangan Administratif Gubernur 2. Salinan Akta Perusahaan
domisili Daerah 3. Salinan surat keputusan
pengesahan perusahaan sebagai
badan hukum
4. Bukti kepemilikan lahan
5. Surat Keterangan Domisili
6. Tanda bukti pajak bangunan
7. Gambar lokasi bisnis
c. Prosesizin Kantor Peraturan 1. Salinan nomor KTP
mendirikan Pelayanan Provinsi 2. Salinan akta perusahaan
bangunan Terpadu Satu 3. Salinan surat keputusan
Pintu DKI pengesahan perusahaan sebagai
Jakarta badan hukum
4, Salinan NPWP perusahaan
5. Bukti kepemilikan lahan
6. Tanda bukti pajak bangunan
7. lzin implementasi teknis bangunan
8. Salinan rencana tata ruang kota
9. Gambar dari rencana arsitektural
d. Proses surat Kantor Surat 1. Salinan akta perusahaan
izin tanda Pelayanan Kepusutan 2. Salinan nomor KTP
usaha Terpadu Satu Kepala 3. Salinan NPWP perusahaan
Pintu DKI Badan 4. Surat pernyataan
Jakarta 5. Foto perwakilan perusahaan

Sumber diperoleh dari Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Nomor 01 Tahun 2013 dan laman situs
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta

Hal lain yang dianggap memberatkan bagi pelaku usaha adalah banyaknya dokumen pendukung
yang harus mereka siapkan pada setiap fase prosedur (Wawancara Pribadi dengan perusahaan,
Maret-Agustus 2018). Setidaknya ada lima dokumen pendukung yang dibutuhkan pada setiap
fase registrasi, dan dokumen tersebut diminta berulang kali pada fase yang berbeda. Bagi
pelaku usaha, usaha yang dikeluarkan untuk menyiapkan dokumen ini dianggap menjadi beban
tersendiri sekalipun proses registrasi usaha belum dimulai.




3. Memakan Waktu

Banyaknya dokumen yang diwajibkan serta prosedur yang rumit menyebabkan proses
registrasi bisnis menjadi panjang dan lama. Pelaku usaha melaporkan bahwa ketika
mereka berusaha mendaftarkan usahanya sendiri, mereka harus beberapa kali pergi ke
kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melengkapi semua dokumen yang diperlukan
sehinggaproses pendaftaran menjadisemakinlama(WawancaraPribadidengan Perwakilan
Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret-Agustus 2018). Menurut pelaku
usaha, permasalahan waktu inilah yang menjadi kendala paling besar dalam keseluruhan
proses registrasi usaha (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta,
Bandung, Bandar Lampung, Maret-Agustus 2018; Steer, 2006). Penelitian lapangan CIPS
menunjukkan bahwa semakin banyak prosedur yang harus dilewati oleh para pelaku
bisnis, maka semakin lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan proses

Banyaknya
dokumen yang
diwajibkan

serta prosedur
yang rumit
menyebabkan
proses registrasi
bisnis menjadi
panjang dan lama.

registrasi usaha. Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya digambarkan pada Tabel

9, untuk mendapatkan SIUP membutuhkan banyak prosedur dan dokumen pendukung.
Pelaku usaha melaporkan bahwa untuk mendapatkan dokumen pendukung ini mereka harus
melalui proses yang panjang dan memakan waktu.

Contohnya, menurut Laporan EoDB Indonesia dibutuhkan waktu 23 hari agar pelaku usaha bisa
mendapatkan SIUP. Namun sebelumnya pelaku usaha harus melengkapi persyaratan pra-registrasi
yaitu izin mendirikan bangunan yang pengurusaannya membutuhkan waktu 30 hari (Wawancara
Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret-Agustus 2018).
Artinya, total waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan pra-registrasi dan registrasi
usaha itu sendiri bisa mencapai 53 hari atau sekitar dua bulan (digambarkan pada Gambar 6).

Gambar 6
Waktu Proses Rata-Rata untuk Pengurusan ljin Mendirikan Bangunan & Mendaftarkan Usaha

IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

PENDAFTARAN USAHA

B HariKerja
Sumber: Laporan EoDB Indonesia (Bank Dunia, 2018)

Selain itu, durasi standar yang dibutuhkan untuk mendaftarkan usaha dalam Laporan EoDB
2018 tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kelengkapan pra registrasi. Hal ini
menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara durasi waktu yang dijelaskan dalam Laporan EoDB
yaitu 23 hari, dengan temuan lapangan dari penelitian CIPS, yang berkisar dari 4 hingga 260 hari
kerja* atau sekitar 1 tahun (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung,
Bandar Lampung, Maret-Agustus 2018). Perbedaan penemuan diilustrasikan dalam Gambar 7.

“ Survei yang dilakukan oleh Olken & Singhal (2009) di Indonesia menggunakan beberapa normalisasi waktu untuk
menstandarisasikan data. Mereka berasumsi setiap hari kerja sama dengan 6 jam kerja, dan terdapat 260 hari kerja dalam setahun.
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Gambar 7
Jumlah Hari Kerja untuk Menyelesaikan Proses Registrasi Usaha

EOBD INDONESIA 2018
JAKARTA
BANDUNG

BANDAR LAMPUNG

100

150 200 250

Il Terlama B Tercepat

Sumber diperoleh dari Laporan EoDB (Bank Dunia, 2018a) dan Wawancara Pribadi dengan Perusahaan, Maret-Agustus 2018).

Catatan: Satu perusahaan di Bandar Lampung berhasil menyelesaikan proses registrasi dalam waktu empat hari karena
menggunakan jasa agen yang memiliki koneksi dengan staf Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Biaya yang Tinggi

Kesulitan dalam proses registrasi, seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya, menyebabkan
adanya penggunaan jasa pihak ketiga, broker dan pemberian biaya informal sebagai usaha
untuk mempercepat dan mempermudah proses registrasi. Namun disisi lain praktek ini juga
menyebabkan meningkatnya keseluruhan biaya registrasi usaha. Banyak pelaku usaha yang
merasa kecewa dengan situasi ini karena menganggap bahwa pihak ketiga, broker dan bahkan
pejabat pemerintah mengambil keuntungan dari rumitnya proses registrasi usaha di Indonesia
(Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung,
Maret-Agustus 2018). Para pelaku usaha sebenarnya tidak merasa keberatan dengan biaya
resmi untuk registrasi usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah (Steer, 2009; Rothenberg et al,
2015). Yang menjadi masalah adalah biaya tinggi yang diminta oleh broker dan pihak ketiga untuk
mempercepat proses registrasi yang panjang dan rumit, serta biaya informal yang diminta oleh
pejabat pemerintah untuk penerbitan izin atau dokumen (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan
Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret-Agustus 2018, Steer, 2018).

Biaya tinggi yang dibebankan oleh broker dan pihak ketiga berkorelasi secara positif dengan
jumlah izin yang harus didapatkan agar perusahaan dapat beroperasi secara resmi. Hal yang
serupa juga berlaku bagi biaya tidak resmi yang dibayarkan para pelaku usaha kepada petugas
pemerintahan (Steer, 2004). Semakin banyak persyaratannya yang ada untuk mendaftarkan
usaha, maka semakin tinggi biaya informal yang harus mereka bayarkan. Sebagai contoh,
untuk mendapatkan surat keterangan domisili yang diperlukan untuk penerbitan SIUP, sebuah
perusahaan harus meminta surat pengantar dari ketua RT dan ketua RW dan kemudian
mengajukannya ke bagian administrasi kelurahan. Sekalipun pada laman situs Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Jakarta dinyatakan bahwa surat keterangan domisili tersebut bisa
didapatkan dengan gratis, namun menurut pelaku usaha di Jakarta untuk setiap fase prosedur
yang mereka lewati, mereka harus membayar kepada pihak yang memiliki otoritas (Wawancara
Pribadi dengan Perwakilan Perusahan di Jakarta, Maret-Agustus 2018).

Adanya biaya tidak resmi dan biaya broker atau pihak ketiga menyebabkan kesimpangsiuran
mengenai biaya registrasi usaha yang harus dibayarkan oleh para pelaku usaha. Selain itu,




permasalah ketidakpastian biaya ini tidak dijelaskan di dalam laporan EoDB. Laporan EoDB
menyatakan bahwa harga rata-rata untuk menyelesaikan registrasi bisnis adalah sekitar
Rp4.180.000 (Bank Dunia, 2018), tetapi studi lapangan CIPS menemukan bahwa biaya registrasi
usaha berkisar antara 3 hingga 12 juta Rupiah (Wawancara Pribadi dengan Perusahaan, Maret-
Agustus 2018). Kisaran biaya yang ditemukan oleh CIPS di tiap kota dijelaskan pada Gambar 8.

Gambar 8
Kisaran Biaya untuk Mendaftarkan Sebuah Usaha (dalam Juta Rupiah)

JAKARTA BANDUNG BANDAR LAMPUNG

. Biaya Tertinggi . Biaya Terendah

Sumber diperoleh dari beberapa Wawancara Pribadi dengan Perusahaan (Maret-Agustus 2018)

5. Dampak Kendala pada Registrasi Usaha terhadap Keingian Pelaku Usaha untuk
Mendaftarkan Usahanya, Serta terhadap Peringkat “"Memulai Usaha” EcDB

Dampak keseluruhan dari proses registrasi yang rumit, lama, dan mahal ini adalah pelaku
usaha menjadi enggan untuk mendaftarkan usaha mereka. Meskipun pelaku usaha menyatakan
bahwa sangat penting untuk meresmikan sebuah bisnis, beberapa dari mereka lebih suka
menunggu untuk mendaftarkan atau menghentikan proses registrasi sampai mereka bisa
mendapatkan semua dokumen pendukung terlebih dahulu, atau sampai tiba waktunya untuk
mereka mengembangkan bisnis (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta,
Bandung, Bandar Lampung, Maret-Agustus 2018). Beberapa pelaku usaha melaporkan bahwa
selama mereka tidak memiliki rencana untuk mengembangkan usaha, maka registrasi usaha
tidak diangggap perlu. Hal ini dikarenakan waktu dan uang yang harus dikeluarkan untuk
mendaftarkan sebuah usaha dirasa sangat signifikan, sehingga para pelaku usaha lebih memilih
untuk mengeluarkan waktu dan uang tersebut untuk kegiatan usaha daripada registrasi.

Kendala dalam meregistrasikan usaha yang didokumentasikan dalam wawancara kami
menunjukkan bahwa peringkat Indonesia yang rendah pada posisi 144 dalam Indeks Memulai
Usaha di Laporan EoDB 2018 belum mencerminkan keseluruhan tantangan yang dihadapi oleh
para pelaku usaha ketika mendaftarkan usahanya. Perbandingan peringkat EoDB antara yang
tertuang pada Laporan EoDB 2018 dan temuan CIPS digambarkan pada Tabel 10. Jika kita
mengambil angka yang paling rendah berdasarkan temuan di lapangan CIPS mengenai jumlah
prosedur, durasi waktu untuk menyelesaikan proses, dan biaya mendaftarkan bisnis di Jakarta,
Bandung, dan Bandar Lampung, maka peringkat Indonesia untuk Memulai Bisnis akan jatuh ke
posisi 182, dan peringkat EoDB Indonesia secara keseluruhan turun ke posisi 86.




Tabel 10
Peringkat EoDB berdasarkan Penemuan Bank Dunia versus Wawancara CIPS di Jakarta,
Bandung, dan Bandar Lampung
Poin
Deskripsi Peringkat
Berdasarkan Memulai Deskripsi berdasarkan

Poin
Peringkat
Memulai
Usaha

EoDB Usaha wawancara di Jakarta,

Indonesia dalam EoPB Bandung, Bandar Lampung Berdasarkan

2018 Indonesia
2018

Wawancara

12 prosedur:

* 10 prosedur di dalam
Laporan EoDB

e 1 prosedur untuk

Prosedur 10 Prosedur 11,2 menemukan broker/ 12,0

pihak ketiga

e 1 prosedur untuk
mendapatkan izin
mendirikan bangunan

Waktu (hari) 23 hari kerja 23,1 260 hari kerja 263,1
Biaya (%

pendapatan Rp4.180.000 10,9 Rp12.000.000 31,3
per kapita)

Peringkat

dalam

Indikator - 144 - 182
‘Memulai

Usaha’

Peringkat
Keseluruhan 79
dari Indeks
EoDB
Sumber diperoleh dari Bank Dunia (2018) dan dihitung berdasarkan pada Kalkulator Jarak ke Posisi Teratas (DTF).®

= 86

° Peringkat EoDB Indonesia berbasis pada survei yang dilakukan di Jakarta & Surabaya.




B. Peraturan untuk Percepatan Registrasi Usaha di Indonesia

Sebelum Penerapan Sistem Online Single Submission (0SS).

Untuk mendukung sektor usaha di Indonesia, pemerintah pusat memperkenalkan beberapa
perubahan peraturan untuk memperbaiki proses registrasi usaha di Indonesia yang kurang
efektif. Namun, mekanisme desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia membuka kesempatan
bagi pemerintah daerah untuk menginterpretasikan perubahan peraturan tersebut sehingga
implementasi peraturannya menjadi berbeda-beda tergantung pada pemerintah daerah dan
wilayahnya masing-masing. Situasi ini diilustrasikan oleh pelaksanaan Permendag Nomor 77
Nomor 2013 yang mengatur masalah penerbitan TDP dan SIUP; Permendagri Nomor 19 Tahun
2017 yang mengeliminasi persyaratan izin gangguan; dan PTSP Jakarta Peraturan | Nomor 23
Tahun 2017 terkait wajib lapor ketenagakerjaan (WLK)

1. Penerbitan Surat Izin Tanda Usaha (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha (TDP)
secara Simultan

Kementerian Perdagangan Indonesia ingin meningkatkan layanan registrasi untuk perusahaan
perdagangan dengan menerbitkan SIUP dan TDP secara silmutan/bersamaan, seperti yang
diatur dalam Permendag Nomor 77 Tahun 2013. Dengan mengacu pada peraturan tersebut,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus menerbitkan dokumen secara bersamaan dalam
waktu tiga hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Pemerintah DKI Jakarta mengadopsi peraturan ini dengan menerbitkan Peraturan Layanan
Penanaman Modal dan PTSP Daerah Khusus | Nomor 23 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa
SIUP dan TDP sebaiknya dikeluarkan secara bersamaan agar dapat mendukung pencapaian
target EoDB pemerintah pusat. Namun, terlepas dari penerbitan dokumen ini dilakukan secara
bersamaan serta menurut peraturan penerbitannya hanya memakan waktu 1 hari, para pelaku
usaha melaporkan bahwa proses ini tidak selesai dalam satu hari (Wawancara Pribadi dengan
Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Maret-Agustus 2018). Hal ini disebabkan oleh proses
verifikasi yang membutuhkan pengesahan langsung dari Kepala PTSP yang tidak selalu ada di
kantor. Alhasil, proses yang harusnya selesai dalam satu hari bisa memakan waktu hingga dua
minggu (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, 2018).

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung dan Bandar Lampung mengimplementasikan Permendag
Nomor 77 Tahun 2013 berbeda dengan Pemerintah Daerah di Jakarta. Di Bandung, walaupun
mereka menggunakan sistem online yang sama seperti di Jakarta, alur prosedur untuk SIUP
dan TDP tidak dirancang untuk berjalan secara bersamaan. Alih-alih, SIUP diterbitkan lebih dulu
sebelum TDP (Prosedur Operasi Standar Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015
dan Peraturan Walikota Lampung Nomor 4 Tahun 2015). Hal ini disebabkan karena SIUP adalah
persyaratan yuridis dan teknis untuk penerbitan TDP. SIUP dianggap sebagai bukti bahwa unit
usaha terkait telah melengkapi persyaratan untuk menjadi badan usaha (Wawancara Pribadi
dengan Staf PTSP, 11 Juni 2018; Wawancara Pribadi dengan Notaris, 24 Mei 2018).
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2. Penghapusan Izin Gangguan

Dalam rangka upaya pencapaian target EoDB pemerintah pusat, pada bulan Maret 2017
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghapus izin gangguan (HO) sebagai persyaratan
untuk registrasi bisnis.

Pemerintah Daerah di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung tidak langsung menerapkan
peraturan ini didaerahnya masing-masing, namun pada akhirnya mereka menyelaraskan
kebijakan tersebut dengan mengeluarkan peraturan daerah yang baru yaitu penerbitan
Peraturan Layanan PTSP Jakarta Nomor 16 Tahun 2017 pada April 2017, Peraturan Walikota
Bandar Lampung Nomor 29 Tahun 2017 pada November 2017, dan Peraturan Kota Bandung
Nomor 5 Tahun 2018 pada Maret 2018, yang mana semuanya menghapuskan persyaratan untuk
izin gangguan. Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 9, perubahan ini mengurangi prosedur
dan waktu yang dibutuhkan untuk registrasi usaha sebanyak tujuh hari (rata-rata waktu yang
dibutuhkan untuk mendapatkan izin gangguan) (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan
Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret-Agustus 2018).

Gambar 9
Registrasi Usaha Sebelum dan Sesudah Penghapusan Persyaratan Izin Gangguan

Sebelum Penghapusan Izin Gangguan

Akta Perusahaan USRI Izin Gangguan SIUP & TDP
Domisili

Setelah Penghapusan Izin Gangguan

Akta Perusahaan Surat Keterangan SIUP & TDP
Domisili

Sumber: Wawancara Pribadi dengan Petugas PTSP, 11 Juni 2018; Wawancara Pribadi dengan Notaris, 24 Mei 2018.

Meskipun penghapusan izin gangguan mempersingkat prosedur registrasi bisnis, petugas
PTSP yang kami wawancarai menyatakan bahwa izin tersebut merupakan dokumen penting
bagi pemerintah untuk memonitor dan memastikan bahwa kegiatan usaha yang terkait tidak
merusak atau membahayakan lingkungan sekitar (Wawancara Pribadi dengan Petugas PTSP, 11
Juni 2018; Wawancara Pribadi dengan Notaris, 24 Mei 2018). Tanpa izin gangguan, pemerintah
daerah tidak dapat lagi memeriksa secara langsung apakah perusahaan tersebut beraktivitas
sesuai ketentuan atau tidak (Wawancara Pribadi dengan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
11 Juni 2018; Wawancara Pribadi dengan Notaris, 24 Mei 2018). Pelaku usaha juga setuju bahwa
jenis usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan seperti pabrik logam, manufaktur
berskala besar, dan pabrik makanan berskala besar, harus memiliki izin gangguan sehingga
aktivitas usahanya tetap diawasi oleh pemerintah. Namun di sisi lain, para pelaku usaha di sektor
UKM merespons positif pencabutan izin gangguan ini karena dapat mengurangi beban registrasi
usaha (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar
Lampung, Maret-Agustus 2018). Selain itu, izin gangguan memiliki fungsi yang serupa dengan




Surat Keterangan Domisili, dimana penerbitannya sama-sama harus melalui persetujuan dari
pejabat lingkungan atau Camat (Wawancara Pribadi dengan Staf PTSP, 11 Juni 2018).

3. Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Menurut Marhaeni dkk. (2017, hlm.177), Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) digunakan pemerintah
sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesa. Semua perusahaan
yang berorientasi laba dan memiliki tenaga kerja harus mendaftarkan WLK di Kementerian
Ketenagakerjaan, seperti yang disebutkan dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2006. Terlepas dari
jumlah pekerja yang direkrut perusahaan, baik yang bekerja part-time ataupun full-time, pelaku
usaha harus mendaftarkan tenaga kerja mereka ke Kementerian Ketenagakerjaan. Laporan ini
diwajibkan bagi semua unit usaha, tetapi tidak menjadi bagian dari proses registrasi usaha.

Di Bandung dan Bandar Lampung, pemerintah daerah menerapkan peraturan ini selaras dengan
peraturan pusat, di mana pemerintah daerah mewajibkan perusahaan untuk melaporkan WLK,
tetapi tidak memberlakukannya sebagai bagian dari proses registrasi usaha (Wawancara dengan
Notaris, 24 Mei 2018; Wawancara dengan Staf PTSP, 11 Juni 2018). Pemerintah Kota Bandung
dan Bandar Lampung tidak mengelola pelaporan untuk WLK dan mewajibkan perusahaan untuk
melaporkannya langsung ke laman situs Badan Ketenagakerjaan Provinsi.

Akan tetapi, Pemerintah Daerah Jakarta menetapkan laporan ini sebagai bagian dari proses
registrasi bisnis (Bank Dunia, 2017). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyediakan
data mengenai ketenagakerjaan dan menyederhanakan prosedur registrasi bisnis di Jakarta
(Peraturan PTSP Nomor 23 Tahun 2017). Melalui peraturan ini, pemerintah daerah Jakarta
bermaksud agar WLK dapat diselesaikan bersamaan dengan SIUP dan TDP seperti yang
disebutkan di dalam Peraturan PTSP Nomor 23 Tahun 2017, dan ketiganya diharapkan dapat
selesai dalam dua hari (Peraturan PTSP Nomor 23 Tahun 2017).

Namun pada praktiknya, target dari peraturan tersebut tidak tercapai secara optimal. Pelaku usaha
UKMyang kami wawancarai di Jakarta melaporkan bahwa mereka tidak mendaftarkan ~ juga menyatakan
WLK karena mereka merasa usaha dan jumlah karyawan mereka terlalu kecil dan  phghwa mereka bisa
sedikit, atau karena mereka tidak punya karyawan sama sekali (Wawancara Pribadi beroperasi secara
dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Maret-Agustus 2018). Mereka juga

. _ normal tanpa
menyatakan bahwa mereka lebih banyak menggunakan karyawan part-time yang

. . o mendaftarkan WLK,
mereka anggap sebagai karyawan tidak resmi, sehingga para pelaku usaha merasa hi ketent
tidak ada keharusan untuk mendaftarkan karyawan tersebut (Wawancara Pribadi sehingga e_en uan

WLK semakin

dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Maret—-Agustus 2018). Pelaku usaha juga
menyatakan bahwa mereka bisa beroperasi secara normal tanpa mendaftarkan WLK, dianggap tidak
sehingga ketentuan WLK semakin dianggap tidak penting oleh para pelaku usaha penting oleh para
(Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Maret-Agustus 2018). pelaku usaha

Studi lapangan di Jakarta menunjukkan bahwa sekalipun WLK dijadikan persyaratan untuk
registrasi bisnis, perusahaan lebih memilih untuk tidak mendaftarkannya. Hal ini dikarenakan
kurangnya informasi pada pelaku usaha serta lemahnya sistem pengawasan. Selain itu, usaha
pemerintah untuk menyederhanakan proses registrasi usaha dapat dilakukan dengan cara
menghapuskan WLK dan menggantikannya dengan BPJS dimana data kepegawaian yang diminta
serupa dan lebih sering diperbaharui daripada WLK yang hanya dilaporkan setiap setahun sekali.
(Permenaker Nomor 14 Tahun 2006).
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C. Implementasi 0SS

Pada bulan Juli 2018, Presiden Jokowi meresmikan peraturan 0SS sebagai upaya untuk
meningkatkan iklim usaha di Indonesia. Peraturan ini diterapkan pada layanan registrasi usaha
yang bertujuan untuk mengintegrasikan data secara elektronik dan mengeliminasi wewenang
kementerian dan pemerintah daerah untuk menerbitkan lisensi pada sektor usaha selain
pertambangan, minyak dan gas, dan keuangan (Badan Koordinator Penanaman Modal, 2018).¢
Tujuan 0SS adalah untuk menyederhanakan perizinan usaha, agar proses perizinan di Indonesia
menjadi lebih efisien, sederhana, dan modern; untuk menyederhanakan peraturan melalui
standarisasi, integrasi, koordinasi; serta untuk membangun sistem layanan yang sejalan dengan
teknologi saat ini (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2018).

0SS menerbitkan Nomor Identifikasi Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai sebagai TDP. SIUP
juga diterbitkan oleh 0SS berbarengan dengan NIB (Badan Koordinator Penanaman Modal,
2018). Dengan mendapatkan NIB melalui 0SS, pelaku usaha otomatis terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, 0SS harus berkoordinasi dengan PTSP daerah
untuk menerbitkan persyaratan seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, yang masih
menjadi kewenangan pemerintah daerah (Badan Koordinator Penanaman Modal, 2018).

Registrasi Bisnis dengan 0SS

Meskipun registrasi usaha via 0SS tetap diawali dengan para pelaku usaha memproses akta
perusahaan melalui notaris dan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), namun sistem 0SS
memungkinkan pengusaha untuk menerima SIUP terlebih dulu sebelum mereka menyelesaikan
persyaratan daerah seperti izin mendirikan bangunan dan izin lokasi. Sebagai gantinya,
perusahaan harus berkomitmen untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam 30 hari (atau
tergantung pada tenggat waktu yang ditentukan untuk setiap izin yang diperlukan). Jika pelaku
usaha gagal memenuhi komitmen ini, maka SIUP yang sudah diperoleh menjadi tidak berlaku
(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018).

Meskipun registrasi usaha via 0SS tetap diawali dengan para
pelaku usaha memproses akta perusahaan melalui notaris dan
Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), namun sistem 0SS
memungkinkan pengusaha untuk menerima SIUP terlebih dulu
sebelum mereka menyelesaikan persyaratan daerah seperti izin
mendirikan bangunan dan izin lokasi.

Gambar 10 dan Gambar 11 menunjukkan ilustrasi perbandingan dampak sebelum dan sesudah
penerapan 0SS. Gambar ini mengilustrasikan bahwa prosedur untuk mendapatkan akta
perusahaan (Langkah 1) dan untuk mendaftarkan WLK (Langkah 5) tetap sama, tetapi proses
untuk mendapatkan SIUP dan TD (Langkah 4), registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan (Langkah 6), dan mendapatkan NPWP (Langkah 7) dipersingkat. Selain itu, 0SS
menghapus persyaratan surat keterangan domisili (Langkah 2) dari proses registrasi.

¢ Meskipun Perusahaan yang diwawancarai sudah meresmikan perusahaan mereka sebelum 0SS diterapkan, perusahaan
tersebut tetap ada di dalam sektor yang termasuk dalam 0SS.




Pemangku Kepentingan

Perusahaan/
Pendaftar

AHU online

Pemerintah Setempat

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Kantor Pajak

BPJS

Gambar 10
Proses Registrasi Bisnis Sebelum 0SS

Langkah 1: Proses akta perusahaan (+ 5 hari / Rp4.180.000)

Langkah 2: Mengajukan surat keterangan domisili (2 hari)/
Gratis)

. Langkah 4: .
Langkah 3: Mendaftar untuk Langkah 5:

Mendaftar untuk . Mendaftar untuk
. . surat izin tanda »
I1zin Mendirikan Wajib Lapor
. usaha dan Tanda .
Bangunan/Izin Ketenagakerjaan

. Daftar Usaha (7 ) .
Lokasi hari / Gratis) (1 hari/Gratis)

Langkah 6: Mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan
(7 hari / Gratis)

Langkah 7: Mengajukan Permohonan Pembuatan NPWP (1
hari / Gratis)

i dan biaya: * 23 hari dan RP4.180.000

Sumber diperoleh dari Laporan EoDB Indonesia (Bank Dunia, 2018) dan 0SS (0SS, 2018)
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Gambar 11

Proses Registrasi Bisnis Setelah 0SS

Pemangku Kepentingan

Perusahaan/Pendaftar

AHU online

0SS

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kementerian Ketenagakerjaan

Proses

Memulai Bisnis

Proses akta perusahaan
(£ 5 hari / Rp4.180.000)

Proses BIN yang berlaku sebagai TDP
0SS secara otomatis mendaftarkan
BPJS + Wajib Pajak + surat izin tanda
usaha berdasarkan komitmen
(£ 1 hari / Gratis)

Mendaftar untuk Izin Mendirikan
Bangunan/Izin Lokasi

Penerbitan izin usaha final dengan
barcode dan tanda tangan elektronik

Mendaftarkan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (+ 1 hari/Gratis)

Total jumlah hari dan biaya sampai penerbitan BIN & izin usaha berdasarkan

komitmen dan registrasi ke Bagian Ketenagakerjaan Wajib: * 7 hari dan
RP4.180.000

Sources collated from 0SS (0SS, 2018)




Meskipun 0SS menghadirkan inovasi peraturan yang berpotensi untuk menyederhanakan Meskipun 0SS

proses registrasi usaha dilndonesia,implementasi 0SS masih mempunyai dua tantangan:
infrastruktur yang tak memadai dan integrasi peraturan pusat dan daerah.

1. Infrastruktur Tl
Meskipun pemerintah daerah merespons positif pengukuhan 0SS dan ingin

menghadirkan
inovasi
peraturan yang
berpotensi untuk

mengimpementasikan sistem tersebut, mereka tidak memiliki infrastruktur Tl yang Menyederhanakan

dibutuhkan untuk mendukung sistem 0SS. Menurut Staf Ahli Kementerian Koordinator ~Proses registrasi

Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, implementasi 0SS tidak didukung oleh usaha di Indonesia,
infrastruktur daerah. “Di beberapa kabupaten, koneksi Internet belum siap dan ukuran implementasi 0SS
bandwidth terlalu lemah untuk sistem 0SS” (Akbar, 2018; Asmara, 2018; Putera, 2018). masih mempunyai

Hal ini menyebabkan proses pengiriman dokumen perizinan secara online menjadi
terlambat. Ketika 0SS diluncurkan pada Juli 2018, setidaknya masih ada sekitar 60
kabupaten/kotamadya di Indonesia yang belum mengimplementasikan 0SS karena
masalah infrastruktur Tl sehingga daerah tersebut masih menggunakan sistem yang

dua tantangan
infrastruktur yang
tak memadai dan

lama (Akbar, 2018; Asmara, 2018; Putera, 2018). Di sisi lain, sektor swasta dapat Integrasi peraturan
menyediakan sumber daya dan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur Tlyang PUSat dan daerah.

dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengakselerasi implementasi 0SS (Ahad,
2018; Rahadi, 2018; Aco, 2018).

Pelaku usaha juga khawatir implementasi 0SS akan memiliki masalah yang sama dengan
sistem sebelumnya, diantaranya permasalahan perawatan laman situs yang tidak baik, fitur
yang membingungkan, dan pengunduhan yang lambat (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan
Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret-Agustus 2018). Selain itu, meskipun
pengusaha muda tidak akan mempunyai masalah dengan registrasi berbasis online, tetapi
sistem ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan yang lebih tua.

2. Penyelarasan Proses Antara Peraturan Pusat dan Daerah

Menurut seorang petugas PTSP, implementasi 0SS dapat terkendala oleh sulitnya penyelarasan
antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut petugas PTSP, proses penyelarasan ini sulit
karena sistem 0SS harus mengakomodasi kepentingan semua lembaga terkait (Wawancara
Pribadi dengan Staf PTSP, 11 Juni 2018).

Gambar 12 mengilustrasikan tantangan dalam penyelaarasan antara pemerintah pusat dan
daerah. Unit PTSP pada tingkat daerah kesulitan untuk mengikuti ritme kerja pemerintah
pusat yang mengimplementasikan 0SS secara sentral. Seperti yang dijelaskan pada bagian
sebelumnya, Unit PTSP memproses izin lokal seperti izin mendirikan bangunan, yang harus
diterbitkan dalam 30 hari setelah perusahaan mendapatkan SIUP. Akan tetapi, inspeksilapangan
yang dibutuhkan untuk menerbitkan izin ini dan prosedur operasi standar daerah yang ada masih
belum selaras dengan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah harus mengejar ritme
kerja pemerintah pusat (Wawancara Pribadi dengan Dewi Desuk, Peneliti Pusat UKM Fakultas
Ekonomi, Universitas Indonesia, 2018).
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Dengan adanya permasalahan ini, tujuan dari OSS dapat terancam gagal karena jika pemerintah
daerah tidak bisa mengeluarkan izin tepat waktu, maka SIUP yang diterbitkan di awal menjadi
tidak berlaku, sehingga pelaku usaha harus mengulang kembali seluruh proses dari awal
sekalipun halini bukan kesalahan mereka. Pelaku usaha juga menyebutkan bahwa implementasi
0SS kemungkinan besar tidak akan siap untuk satu kedepan karena pasti terdapat proses
trial and error dalam pengimplemntasian sistem ini (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan
Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret-Agustus 2018).

Gambar 12

Tantangan dari Penyelerasan 0SSantara Pemerintah Pusat dan Daerah

Persyaratan pengajuan
0SS: akta perusahaan
(didaftarkan melalui AHU
Online).
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bangunan dalam 30 hari
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Mendapatkan surat izin
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tangan elektronik
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izin tanda usaha (SIUP)
berdasarkan komitmen
untuk mendapatkan izin
yang diperlukan

Memproses NIB final dan
surat izin tanda usaha
(SIUP)

Sumber: rangkuman dari 0SS (2018)

Memproses izin
mendirikan bangunan,
izin lokasi dalam 30 hari

Penerbitan izin
mendirikan bangunan
atau izin lokasi

Catatan: ‘X" menandakan tantangan penyelarasan dalam prosedur yang mungkin mengganggu proses registrasi.




Rekomendasi

Pada prinsipnya, pengukuhan penerapan 0SS yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2018, seharusnya dapat meningkatkan proses registrasi usaha di Indonesia secara
signifikan. Namun, pada praktiknya pengimplementasian program ini tetap memiliki tantangan
yang disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai di beberapa kabupaten dan kotamadya
di Indonesia dan juga tantangan dari penyelarasan prosedur dan peraturan pemerintah pusat
dan daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk menghapus prosedur
yang tidak menjadi persyaratan untuk mendapatkan surat izin tanda usaha (SIUP). Berdasarkan
pertimbangan ini, terdapat empat reformasi kebijakan yang kami ajukan.

Pertama, PTSP Jakarta perlu merevisi Surat Keputusan PTSP Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 2d
agar menghapus WLK dari proses registrasi bisnis di Jakarta. Faktanya, peraturan ini tidak
selaras dengan peraturan pusat Permenaker Nomor 14 Tahun 2006 yang tidak menyebutkan
bahwa WLK adalah bagian dari prosedur registrasi usaha. WLK juga dapat digantikan oleh data
dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan informasi yang sama. Revisi peraturan ini akan
mengeliminasi satu prosedur dan satu hari dari total waktu yang dibutuhkan untuk registrasi
usaha di Jakarta.

Kedua, pemerintah pusat perlu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Pasal 78
dengan menambahkan bagian mengenai pemberian informasi kepada UKM tentang 0SS dengan
cara bekerja sama dengan asosiasi pengusaha daerah. Sekalipun Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2018 menyatakan bahwa informasi mengenai 0SS harus disebarluaskan kepada pelaku
usaha, namun masih banyak pelaku usaha yang masih belum tahu tentang perubahan sistem
ini. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha, pemerintah
dapat memastikan bahwa informasi mengenai 0SS menjangkau seluruh daerah di Indonesia
yang sulit terjangkau

Ketiga, pemerintah pusat harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 88
agar kementerian terkait 0SS memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam
menyusun prosedur operasi standar yang baru sehingga tercapai keselarasan pada semua
lapisan pemerintahan.Pendampinganinidisediakan selama satu (masa penyesuaian), setelahnya
kabupaten dan kotamadya harus dapat mengimplementasikan 0SS sesuai ketentuan yang
berlaku. Untuk memastikan pemerintah daerah menerapkan sistem ini, pemerintah pusat perlu
memberlakukan sanksi bagi pemerintah daerah yang gagal menerapkan sistem 0SS. Sanksi ini
dapat diterapkan melalui pengurangan tunjangan kinerja bagi petugas di pemerintahan daerah
yang gagal mengimplementasikan 0SS setelah menerima pendampingan dari pemerintah pusat.
Keempat, pemerintah pusat perlu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal
91 untuk memastikan pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk memberikan
dukungan terutama mengenai peningkatan infrastruktur Tl. Sekalipun Kabupaten dan kotamadya
ingin menerapkan 0SS, tetapi mereka tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk
melaksanakannya. Sementara itu, sektor swasta memiliki sumber daya untuk menyediakan
akses Internet dan komputer untuk penerapan 0SS. Kerja sama antara pemerintah daerah dan
sektor swasta adalah solusi terbaik untuk mencapai proses penyelarasan secara cepat sehingga
implementasi 0SS dapat diterapkan segera.
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Dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan pada sub-indikator yang lain pada Indeks EoDB
dan juga tidak ada perubahan peringkat dari negara lain, implementasi 0SS dan reformasi yang
disarankan dalam makalah ini dapat meningkatkan peringkat Indonesia pada Index Memulai
Usaha EoDB hingga 69 peringkat, menjadi posisi 75 dari posisi 144 saat ini. Peningkatan ini dapat
meningkatkan peringkat Indonesia secara keseluruhan pada Indeks EoDB Dunia hingga ke posisi
70 sehingga bisa membawa Indonesia lebih dekat ke target EoDB yang disampaikan oleh presiden.

Tabel 11
Perubahan Peringkat EoDB dengan Penerapan Rekomendasi Kebijakan

mm Hasil yang Diharapkan Setelahnya

Reformasi ini akan menyederhanakan 4 prosedur:
1. Menghapuskan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
- rekomendasi baru
2. Menghapuskan Surat Domisili Perusahan >
Prosedur 11,2 termasuk di dalam 0SS 7,2
3. Menyederhanakan proses pendaftaran BPJS
- termasuk di dalam 0SS
4. Menyederhanakan proses pendaftaran NPWP
> termasuk di dalam 0SS

Reformasi ini akan mengurangi waktu yang

diperlukan untuk menjalankan prosedur

pendaftaran usaha hingga 17 hari:

1. Menghapuskan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
akan menghilangkan 1 hari

2. Mendaftarkan SIUP melalui OSS akan

Waktu (hari) 23,1 menghilangkan 6 hari 6,1

3. Menghapuskan Surat Domisili Perusahaan
akan menghilangkan 2 hari

4. Menyederhanakan proses pendaftaran BPJS
akan menghilangkan 7 hari

5. Menyederhanakan poses pendaftaran NPWP
akan menghilangkan 1 hari

Peringkat

dalam
Indikator 144
‘Memulai

Usaha’

Peringkat Indikator Memulai Usaha EoDB

7
meningkat sampai 69 posisi >

Peringkat
Keseluruhan
dari Indeks
EoDB

72 Peringkat EoDB meningkat hingga 2 posisi 70
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